BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Perlindungan hukum kepada investor dalam pasar modal yaitu dengan
bentuk pemenuhan hak-hak investor sesuai dengan prinsip hukum pengakuan
hak asasi manusia. Pemenuhan hak dari investor yang dirugikan dari suatu
kejahatan insider trading dengan dua cara yaitu perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara
preventif tercantum pada seperangkat peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam masyarakat sehingga memberikan kepastian dan mencegah
terjadinya kerugian. Perlindungan semacam ini termasuk perlindungan dalam
hukum administrasi  yaitu pengawasan dan pemberlakuan prinsip
keterbukaan informasi, menetapkan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi
seperti melakukan pelaporan dan pengumuman terkait kegiatan dari
perusahaan go public disertai pengawasan OJK yang menjalani amanah dari
Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Untuk perlindungan
hukum secara represif bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui
pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan dalam kegiatan pasar modal,
berupa pemberian sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 102
UUPM, sanksi pidana dalam Pasal 104 UUPM. Serta dalam hukum perdata
berupa pengajuan gugatan dan penuntutan ganti rugi dan kompensasi sebagai

bentuk pemulihan hak investor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal belum cukup
untuk digunakan sebagai dasar penuntutan ganti rugi, sebab UUPM belum
mencantumkan mekanisme ganti rugi kepada investor yang dirugikan dari
kejahatan pasar modal, hanya disebutkan dalam Pasal 111 bahwa investor
berhak mengajukan penuntutan ganti rugi. Permasalahan ini menunjukkan

bahwa masih tidak mencapai suatu efektivitas hukum yang mempengaruhi
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tingkat perlindungan hukum terhadap investor. Penuntutan ganti rugi
berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa
investor berhak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan dari kesalahan
pealu insider trading yaitu melakukan kejahatan pasar modal, dengan

bantuan pembuktian dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk OJK.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang disarankan

untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor yang dirugikan akibat

insider trading yaitu sebagai berikut :

1.

Terhadap perlindungan investor dari kejahatan insider trading, dalam
Undang-Undang Pasar Modal disarankan untuk dilakukan pembaharuan agar
mengatur mengenai missapropriation theory atau teori penyalahgunaan
sehingga dapat menjangkau pelaku insider trading selain corporate insiders.
Selain itu pula diperlukan pengawasan yang lebih ketat karena insider
trading merupakan kejahatan pasar modal yang sangat kompleks.
Pengawasan melalui Jakarta Automated Traded System perlu menyesuaikan
dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat, dan juga harus
dilakukan peningkatan keamanan yang dikhususkan untuk menghindari
adanya kejahatan dalam pasar modal dikarenakan berbagai transaksi
pembelian atau penjualan efek pun dilakukan melalui sistem elektronik.
Lembaga keuangan pasar modal yaitu OJK dapat melakukan kerjasama atau
berada dibawah pengawasan Kementrian Komunikasi dan Informasi
(Kominfo), berikut juga agar berada dibawah naungan Badan Siber Dan
Sandi Negara (BSSN) melihat tugas dari BSSN adalah melaksanakan
keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan,
mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait
keamanan siber. Berhubung kegiatan pasar modal merupakan sumbangan
besar bagi perekonomian negara, maka disarankan dilakukan pengaturan
baru bahwa OJK dapat bekerja di bawah Kominfo dan BSSN sehingga
kemanan dari seluruh transaksi dan kegiatan pasar modal di Indonesia akan

lebih terjamin. Dengan begitu, maka beban pembuktian dapat terlaksana dan
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lebih menjamin suatu kepastian serta menciptakan perlindungan hukum bagi

semua pihak dalam pasar modal

Terkait mekanisme ganti rugi yang diadopsi dan merujuk pada peraturan
mengenai pasar modal terkait sistem ganti rugi dari negara Amerika yang
diatur dalam Securities and Exchange Commision Rules On Fair Fund and
Disgorgement Plans agar lebih diperhatikan. Pengaturan Disgorgement Fund
dalam RPOJK alangkah baiknya mengatur mengenai darimana perolehan
denda ganti rugi tersebut, jelas menyebutkan denda yang akan ditagih berasal
dari harta pribadi pelaku atau dari harta perusahaan dilihat dari adanya
hubungan fidusia antara pelaku insider trading dengan perusahaannya. Hal
ini berhubungan dengan penting adanya pengaturan mengenai prinsip

missapropritation theory dalam Undang-Undang Pasar Modal.
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